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AbstrakPenelitian ini menganalisis interaksi antara hukum adat dan hukum negaradalam penyelesaian konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula, Maluku Utaramelalui pendekatan sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitiankualitatif empiris dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh dualisme legitimasiantara klaim adat berbasis sejarah dan kekerabatan dengan klaim formalberbasis sertifikasi negara. Penyelesaian konflik lebih banyak dilakukanmelalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan harmonisosial, meskipun dalam kasus tertentu tetap melibatkan hukum negara untukmemperoleh kepastian hukum formal. Hukum adat terbukti lebih efektif secarasosial, sementara hukum negara unggul dalam aspek legal formal. Penelitian inimenegaskan pentingnya integrasi kedua sistem hukum sebagai model resolusikonflik yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan.Kata Kunci: Hukum Adat, Konflik Lahan, Sosiologi HukumAbstractThis study analyzes the interaction between customary law and state law inresolving land conflicts in the Sula Islands, North Maluku, using a sociology oflaw approach. The research employs a qualitative empirical method throughinterviews, observations, and documentation. The findings reveal that landconflicts are driven by dual legitimacy between customary claims based onhistory and kinship and formal claims based on state certification. Conflictresolution is predominantly carried out through customary mechanismsemphasizing deliberation and social harmony, although in certain cases statelaw is utilized to ensure legal certainty. Customary law proves to be moresocially effective, while state law provides formal legal assurance. This studyhighlights the importance of integrating both legal systems to achieve a fair,contextual, and sustainable conflict resolution model.Keywords: Customary Law, Land Conflict, Sociology of LawA.PendahuluanKonflik lahan merupakan salah satu persoalan sosial yang palingkompleks dalam masyarakat Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki
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keberagaman sistem hukum seperti daerah kepulauan. Di banyak daerah,termasuk Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara, konflik lahan tidak hanyaberkaitan dengan kepemilikan fisik atas tanah, tetapi juga menyangkutlegitimasi hukum antara hukum adat dan hukum negara.1 Dualisme sistemhukum ini seringkali menimbulkan ketegangan ketika norma adat yang telahlama hidup dalam masyarakat berhadapan dengan regulasi formal negarayang bersifat administratif dan legalistik. Dalam konteks ini, pendekatansosiologi hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana hukumbekerja dalam realitas sosial serta bagaimana masyarakat merespons danmenyelesaikan konflik yang terjadi.Hukum adat sebagai living law memiliki posisi yang kuat dalamkehidupan masyarakat lokal.2 Ia tidak hanya berfungsi sebagai normapengatur, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yangberbasis nilai-nilai kolektif, musyawarah, dan kearifan lokal. Namun, dalampraktiknya, keberadaan hukum adat seringkali berbenturan dengan hukumnegara yang mengedepankan bukti formal seperti sertifikat tanah danadministrasi pertanahan. Ketegangan ini menunjukkan adanya perbedaanparadigma antara hukum yang bersifat normatif-formal dengan hukum yanghidup dalam masyarakat.3 Oleh karena itu, konflik lahan di Kepulauan Sulamenjadi menarik untuk dikaji sebagai arena interaksi antara dua sistemhukum yang memiliki legitimasi masing-masing.Secara empiris, konflik lahan di masyarakat Sula seringkali melibatkanklaim kepemilikan berdasarkan garis keturunan, sejarah penguasaan tanah,dan pengakuan komunitas adat. Di sisi lain, pihak-pihak tertentumenggunakan dasar hukum negara melalui sertifikasi tanah atau kebijakanpemerintah daerah. Penelitian awal menunjukkan bahwa banyak kasus
1 Marasabessy, Zainal Abidin, et al. "Job Satisfaction and Organizational Commitmenton Employee Performance in the Regional Office of the Ministry of Law in North MalukuProvince." Technium Soc. Sci. J. 80 (2026): 3062 La Dambo, Kisna, et al. "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba danKeputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Desa Waringi." Jurnal Manajemen Ekonomidan Bisnis 1.2 (2025).3 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
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konflik tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui jalur formal karenamasyarakat masih lebih mempercayai mekanisme adat sebagai saranapenyelesaian yang dianggap lebih adil dan mengedepankan harmoni sosial.Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum negara dalam menyelesaikankonflik lahan masih menghadapi tantangan dalam konteks sosial-budayamasyarakat lokal.Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik antarahukum adat dan hukum negara merupakan fenomena yang umum terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Studi oleh Satjipto Rahardjo menegaskanbahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, sehinggapendekatan legalistik semata tidak cukup dalam menyelesaikan konflikmasyarakat.4 Penelitian lain oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwaefektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukumdengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.5 Sementara itu, kajianempiris tentang konflik agraria di Indonesia mengungkapkan bahwapenyelesaian berbasis hukum adat seringkali lebih diterima oleh masyarakatkarena mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan musyawarah.6Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik membahas interaksiantara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik lahan diwilayah kepulauan seperti Kepulauan Sula masih sangat terbatas. Sebagianbesar penelitian lebih berfokus pada wilayah daratan atau daerah denganakses hukum formal yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan adanyakesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi, khususnya dalammemahami bagaimana masyarakat kepulauan memediasi konflik antara duasistem hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untukmenganalisis bagaimana hukum adat dan hukum negara berinteraksi dalam
4 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 2009).5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:Rajawali Pers, 2014).6 Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya(Jakarta: Kompas, 2008).
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penyelesaian konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula, sertamengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas resolusikonflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum,penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalampengembangan kajian hukum yang lebih kontekstual serta menawarkanmodel penyelesaian konflik yang integratif antara hukum adat dan hukumnegara.B.Kajian TeoriKajian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahamibagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, khususnya dalam kontekskonflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula. Sosiologi hukum memandanghukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosialyang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagaiinstitusi sosial yang hidup (law as a social institution), sehinggaefektivitasnya sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan dankesadaran hukum masyarakat7 Dalam konteks ini, konflik lahan tidaksemata-mata persoalan legal formal, tetapi juga mencerminkan dinamikasosial yang melibatkan kepentingan, identitas, dan legitimasi hukum yangberbeda.Selanjutnya, teori legal pluralism (pluralisme hukum) menjadi kerangkapenting dalam menjelaskan keberadaan hukum adat dan hukum negara yangberjalan secara bersamaan dalam satu ruang sosial. John Griffithsmenyatakan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi di mana lebih dari satusistem hukum berlaku dalam masyarakat yang sama8 Dalam masyarakatKepulauan Sula, hukum adat berfungsi sebagai living law yang memilikilegitimasi sosial kuat, sementara hukum negara hadir sebagai sistem formalyang diakui secara konstitusional. Interaksi antara kedua sistem ini dapat
7 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 2009).8 John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism 24 (1986).
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bersifat harmonis maupun konfliktual, tergantung pada bagaimana masing-masing sistem diakui dan dijalankan oleh masyarakat serta aparat negara.Teori berikutnya adalah teori efektivitas hukum, yang menjelaskanfaktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu aturan hukum dalampraktik. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukumditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegakhukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.9 Dalam kasuskonflik lahan di Kepulauan Sula, hukum negara seringkali mengalamihambatan karena kurangnya kesesuaian dengan nilai-nilai lokal, sementarahukum adat justru lebih efektif karena berbasis pada kepercayaan danlegitimasi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan resolusikonflik sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial terhadap sistemhukum yang digunakan.Selain itu, kajian ini juga menggunakan teori resolusi konflik yangmenekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif dalampenyelesaian sengketa. Lewis A. Coser menjelaskan bahwa konflik tidakselalu bersifat destruktif, tetapi juga dapat menjadi sarana untukmemperkuat integrasi sosial jika dikelola dengan baik.10 Dalam konteksmasyarakat adat, penyelesaian konflik lahan melalui musyawarah adatseringkali menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak karenamengedepankan prinsip keadilan restoratif dan keseimbangan sosial. Olehkarena itu, integrasi antara mekanisme hukum adat dan hukum negaramenjadi penting untuk menciptakan resolusi konflik yang efektif danberkelanjutan.C.Metode
9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:Rajawali Pers, 2014).10 Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (New York: Free Press, 1956).
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenispenelitian empiris (field research) 11untuk menganalisis interaksi antarahukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik lahan dimasyarakat Kepulauan Sula, Maluku Utara. Pendekatan ini dipilih karenamampu menggali makna, persepsi, dan praktik sosial secara mendalamdalam konteks kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukanmelalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasiterhadap kasus-kasus konflik lahan yang terjadi. Informan penelitian dipilihsecara purposive, meliputi tokoh adat, aparat pemerintah desa, pihak yangbersengketa, serta aparat penegak hukum. Fokus pengumpulan datadiarahkan pada proses penyelesaian konflik, bentuk legitimasi hukum yangdigunakan, serta dinamika sosial yang mempengaruhi pilihan mekanismepenyelesaian sengketa.12Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan modelanalisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. MichaelHuberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, danpenarikan kesimpulan secara berulang hingga mencapai validitas. Untukmenjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, metode, danwaktu.13 Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan normatifuntuk menganalisis kesesuaian praktik penyelesaian konflik denganketentuan hukum negara serta prinsip hukum adat yang berlaku. Dengandemikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambarankomprehensif mengenai efektivitas resolusi konflik lahan dalam perspektifsosiologi hukum.D.Hasil
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,2018) 12 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,2019).13 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative DataAnalysis: A Methods Sourcebook (California: SAGE Publications, 2014).
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan di masyarakatKepulauan Sula umumnya berakar pada tumpang tindih klaim kepemilikanantara hukum adat dan hukum negara. Masyarakat adat cenderungmendasarkan klaim pada sejarah penguasaan tanah, garis keturunan, danpengakuan komunitas, sementara pihak lain menggunakan bukti formalseperti sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh negara. Kondisi inimemunculkan dualisme legitimasi yang seringkali memicu konflikberkepanjangan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mempercayaimekanisme hukum adat karena dianggap lebih adil, fleksibel, dan mampumenjaga hubungan sosial.Dari sisi proses penyelesaian, ditemukan bahwa mekanisme resolusikonflik yang paling dominan adalah melalui musyawarah adat yangmelibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan pihak-pihak yangbersengketa. Proses ini biasanya menekankan pada dialog, negosiasi, danpencapaian kesepakatan bersama tanpa harus melalui jalur litigasi formal.Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, konflik tetap dibawa keranah hukum negara ketika tidak tercapai kesepakatan atau ketika terdapatkepentingan administratif yang memerlukan pengakuan formal. Hal inimenunjukkan adanya pola kombinasi antara penyelesaian berbasis adat danhukum negara, meskipun belum terintegrasi secara sistematis.Dari aspek efektivitas, penyelesaian konflik melalui hukum adatcenderung lebih diterima oleh masyarakat karena mampu mengakomodasinilai-nilai lokal dan menjaga harmoni sosial. Namun, kelemahannya terletakpada tidak adanya kekuatan hukum formal yang mengikat secaraadministratif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik ulang di masadepan. Sebaliknya, penyelesaian melalui hukum negara memiliki kekuatanlegal formal, tetapi seringkali kurang mempertimbangkan aspek sosial danbudaya masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas resolusikonflik lahan di Kepulauan Sula sangat dipengaruhi oleh kemampuanmengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara seimbang.
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E.PembahasanTemuan penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan di KepulauanSula dipicu oleh tumpang tindih legitimasi antara hukum adat dan hukumnegara. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi hukumyang menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial. SatjiptoRahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagainorma tertulis, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial tempat hukum itubekerja14 Dalam konteks Sula, masyarakat lebih mengakui hukum adatsebagai sumber legitimasi karena telah hidup dan mengakar dalam struktursosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum negara masihmenghadapi keterbatasan ketika tidak sepenuhnya selaras dengan nilai danbudaya lokal, sehingga tujuan penelitian untuk memahami interaksi keduasistem hukum menemukan relevansinya dalam realitas empiris.Dari perspektif teori pluralisme hukum, kondisi ini mencerminkanadanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalamsatu masyarakat. John Griffiths menjelaskan bahwa dalam masyarakat plural,hukum negara bukan satu-satunya sistem yang memiliki otoritas, melainkanberdampingan dengan hukum adat yang memiliki legitimasi sosial.15 Hasilpenelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Kepulauan Sula lebih memilihpenyelesaian berbasis adat karena dianggap lebih adil dan mampu menjagahubungan sosial. Namun, ketika diperlukan pengakuan formal, hukum negaratetap digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara kedua sistemhukum bersifat dinamis dan situasional, bukan saling meniadakan, melainkansaling melengkapi dalam praktik penyelesaian konflik.Selanjutnya, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum,temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konfliksangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan budaya hukum. MenurutSoerjono Soekanto, hukum akan efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai yang
14 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 2009).15 John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism 24 (1986).
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hidup dalam masyarakat.16 Dalam kasus ini, hukum adat lebih efektif karenamemiliki legitimasi kultural dan diterima secara kolektif. Sebaliknya, hukumnegara seringkali kurang efektif karena dianggap formalistik dan kurangresponsif terhadap konteks sosial lokal. Kondisi ini menguatkan bahwaefektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan legal formal, tetapijuga oleh tingkat penerimaan sosial terhadap hukum tersebut.Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijelaskan melalui teori resolusikonflik yang menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif.Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik dapat berfungsi sebagai saranamemperkuat integrasi sosial apabila dikelola dengan baik.17 Mekanismemusyawarah adat yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwakonflik lahan di Kepulauan Sula tidak selalu bersifat destruktif, tetapi dapatmenjadi ruang negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karenaitu, integrasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting sebagaimodel resolusi konflik yang lebih efektif, dengan menggabungkan kekuatanlegitimasi sosial dari hukum adat dan kepastian hukum dari hukum negara.F.SimpulanBerdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkanbahwa konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula merupakan konsekuensidari keberadaan dua sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yaituhukum adat dan hukum negara. Kedua sistem ini memiliki legitimasi masing-masing, namun seringkali menimbulkan ketegangan ketika digunakansebagai dasar klaim kepemilikan tanah. Hukum adat cenderung lebih diakuioleh masyarakat karena berbasis pada sejarah, kekerabatan, dan pengakuankolektif, sementara hukum negara mengandalkan bukti administratif formalseperti sertifikat tanah. Dualisme ini menjadi faktor utama munculnyakonflik yang berulang dan sulit diselesaikan secara tuntas.
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:Rajawali Pers, 2014).17 Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (New York: Free Press, 1956).
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Dari segi penyelesaian, mekanisme berbasis hukum adat melaluimusyawarah terbukti lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial danmencapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak. Namun, kelemahanutamanya adalah tidak adanya kekuatan hukum formal yang mengikat secaraadministratif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik lanjutan. Sebaliknya,penyelesaian melalui hukum negara memberikan kepastian hukum formal,tetapi seringkali kurang mempertimbangkan aspek sosial dan budayamasyarakat lokal. Oleh karena itu, efektivitas resolusi konflik sangatbergantung pada kemampuan mengintegrasikan kedua sistem hukumtersebut secara seimbang.Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatansosiologi hukum sangat relevan dalam memahami dinamika konflik lahan dimasyarakat plural. Penyelesaian konflik yang efektif tidak dapat hanyamengandalkan pendekatan legal-formal, tetapi harus mempertimbangkannilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.Dengan demikian, diperlukan model resolusi konflik yang integratif antarahukum adat dan hukum negara, sehingga dapat mewujudkan keadilansubstantif sekaligus kepastian hukum yang berkelanjutan..ReferensiJohn Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism 24(1986).La Dambo, Kisna, et al. "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba danKeputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Desa Waringi." JurnalManajemen Ekonomi dan Bisnis 1.2 (2025).Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (New York: Free Press, 1956).Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: RemajaRosdakarya, 2018)Marasabessy, Zainal Abidin, et al. "Job Satisfaction and OrganizationalCommitment on Employee Performance in the Regional Office of theMinistry of Law in North Maluku Province." Technium Soc. Sci. J. 80(2026): 306
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